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PERATURAN TERKAIT KESELAMATAN PENERBANGAN
UUD 1945 (CONSTITUTION 1945)

AVIATION LAW
No. 1/2009

MINISTRY OF TRANSPORATION REGULATION

(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION) ICAO Doc 9856

(PM 93 Year 2016 & CASR 19) Safety Management

DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION DECREE
(STAFF INSTRUCTION / ADVISORY CIRCULAR/

MANUAL OF STANDARD (MOS))
(SI.19-01; SI.19-02; SI.19-03; SI.19-04; SI.19-05;
AC.19-01; AC.19-02)
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MANAJEMEN KESELAMATAN (ICAO REQUIREMENTS)

“States shall establish and maintain an SSP (...)"
l CAO International Standards

S ot Eraciioes “State Safety Programme (SSP): An integrated set of regulations
and activities aimed at improving safety.”

afety Management

“States shall require that the following service providers
under their authority implement an SMS”:

econd Edition, July 2016

d Approved training organization S
 Operators of aeroplanes
d Approved maintenance organizations

 Organizations responsible for the type design or manufacture of
aircraft, engines or propellers

d Operators of certified aerodromes

NTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
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PERATURAN TERKAIT KESELAMATAN PENERBANGAN
(UU NO. 1 Tahun 2009 Pasal 308 — 311 “Program Keselamatan Penerbangan Nasional”)

BAB XIII
KESELAMATAN PENERBANGAN

Bagian Kesatu
Program Keselamatan Penerbangan Nasional

Pasal 308

(1) Menteri bertanggung jawab terhadap keselamatan
penerbangan nasional.

(2) Untuk menjamin keaclamatan penerbangan nasional
sctagaimeana dimaksud peds ayat (1) Menter menctapkan
program kesclamatan penerbangan nasional (state safety

prograr).
F 309

(1) FProgram keselamatan pensrbangan nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 308 ayat (2) memuat:

a. peraturan keselamatan penerbangan;

b, sasaran kesslamatan penerhangan

< sistem pelaporan kesclamatan penerbangan;

d. analisis dala dan pertukaran informéasi Keselamatan
penerbangan |safety data analysis and exchange);

e kegiatan investipasi kecelakaan dan kejadian
penerbangan (accident and tncident investigation);

f promosi keselamatan penerhangan (safety promation);

B pongawasan keaclamatan penerbangan [safety
oversight); dan

b. penegakan hukum (law enforcement).

(2) Pelaksanaan program keselamatan penerbangan nasional
[state safety program| sebagaimena dimaksid pada avat
(1) dievaluasi secara berkelanjutan oleh tim yang dibentul

daleh Menter.
Pasal 310

(1) Sasarar keselamaran penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) huruf b meliputi:
a. target kinerja keselamatan penerbangan;
b. indikator kinerja kesclamatan penerbangan; dan
¢, pengukuran pencapaian keselammatan penerbangan.

(2) Tamget dan hasil pencapaian kinerja keselamatan
penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dipublikasikan kepada masyarakat.

Fasal 311

Eetentuan lebih lanjut mengenai program keselamatan
penerbangan nasiona! diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pasal 308

Menteri bertanggung jawab terhadap keselamatan penerbangan N

Menteri menetapkan Program Keselamatan Penerbangan Nasio
Safety Program)

Pasal 309 - 311

Q Memuat tentang isi program keselamatan penerbangan nasional
 Sasaran keselamatan penerbangan yang memuat :

o Target kinerja keselamatan penerbangan;

o Indikator kinerja keselamatan penerbangan

o Pengukuran pencapaian keselamatan penerbangan

O Ketentuan lebih lanjut akan diatur pada Peraturan Menteri (PM. 9«
Tahun 2016);
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA,

PERATURAN TERKAIT KESELAMATAN PENERBANGAN
(UU NO. 1 Tahun 2009 Pasal 314 - 317 “Sistem Manajemen Keselamatan Penyedia Jasa Penerbar

PEPUSLIK BOONESIA

NOMOR | TAHUN 2000
TENTANG
PENERBANGAN

:m Manajemen Keselamatan Penyedia Jasa Penerbangan

Bagian Keempat

(1)

Pasal 314

Setiap penyedia jasa penerbangan wajib membuat,

mmg Pasal 314 Ayat (1)

Setiap penyedia jasa penerbangan wajib membuat, melaksa
mengevaluasi, dan menyempurnakan secara berkelanjutan
manajemen keselamatan (safety management system) «
berpedoman pada program keselamatan penerbangan nasional.

melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan
secara berkelanjutan sistem manajemen keselamatan
(safety management system) dengan berpedoman pada
program keselamatan penerbangan nasional.

(2)

Sistem manajemen keselamatan penyedia  jasa
penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapat pengesahan dari Menteri.

Penjelasan Pasal 314 Ayat (1), yang dimaksud dengan “penye

penerbangan”, antara lain:

|
asal 314

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyedia jasa penerbangan”, antara lain:
a. badan usaha anglutan udara;

b. badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar
udara;

penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan;

badan usaha pemeliharaan pesawat udara;

penyelenggara pendidikan dan pelatihan penerbangan; dan
badan usaha rancang bangun dan pabrik pesawat udara,
mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan
komponen pesawat udara.

mo A

badan usaha angkutan udara;

badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udare

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan;
badan usaha pemeliharaan pesawat udara;

penyelenggara pendidikan dan pelatihan penerbangan; dan

L O 000 O

badan usaha rancang bangun dan pabrik pesawat udara, mesin |
udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponen pesawat uc
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PERATURAN TERKAIT KESELAMATAN PENERBANGAN
(UU NO. 1 Tahun 2009 Pasal 318 - 321 “Budaya Keselamatan Penerbangan”)

Bagian Kelima
Budaya Keselamatan Penerbangan

Pasal 318

Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya bertangpung
jawab membangun dan mewujudkan budaya keselamatan
penerbangan.

Pasal 319

Untuk membangun dan mewujudkan budaya keselamatan
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318,
Menteri menetapkan kebijakan dan program budaya tindakan
keselamatan, keterbukaan, komunikasi, serta penilaian dan
penghargaan terhadap tindakan keselamatan penerbangan.

Pasal 320

Untuk membangun dan mewujudkan budaya keselamatan
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318,
penyedia jasa penerbangan menetapkan kebijakan dan
program budaya keselamatan,

Pasal 321

(1) Personel penerbangan yang mengetahui terjadinya
penyimpangan atau ketidaksesuaian prosedur
penerbangan, atau tidak berfungsinya peralatan dan
fasilitas penerbangan wajib melaporkan kepada Menteri.

[2) Personel penerbangan yang melaporkan kejadian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi perlindungan
sesuai denpan ketentuan yang berlaku.

(3) Personel penerbangan yang melanggar ketentuan
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa:

a. peringatan;

b. pembekuan lisensi atau sertifikat kompetensi;
dan/atau

¢. pencabutan lisensi atau sertifikat kompetensi.

Pasal 322

Ketentuan lebih lanjut mengenai budaya keselamatan
penerbangan, tata cara, dan presedur pengenaan sanksi
adminisratifl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (3)
diatur dengan Peraturan Menteri.

4

d

me Pasal 318 - 322

Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya bertanggung jaw
membangun dan mewujudkan budaya keselamatan

Menteri menetapkan kebijakan dan program budaya tindakan
keselamatan

Penyedia jasa penerbangan menetapkan kebiajkan dan program
budaya keselamatan

Personel penerbangan yang mengetahui terjadinya penyimpange
atau ketidaksesuaian prosedur penerbangan, atau tidak berfungs
peralatan dan fasilitas penerbangan wajib melaporkan kepada
Menteri.

Personil Penerbangan akan dilindungi

Personil Penerbangan yang tidak melapor akan dikenakan sank:
administrative

Ketentuan lebih lanjut akan diatur pada Peraturan Menteri (PM. ¢




PERATURAN TERKAIT KESELAMATAN PENERBANGAN

(PM. 93 Tahun 2016 “Program Keselamatan Penerbangan Nasional”)

LAMPIRAN I FERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESLA

NOMOR PM 93 TAHUN 2016

TENTANG PROGRAM KESELAMATAN

PENERBANGAN NASIONAL P M . 93 Ta h un 20 16

Berisi tentang :

(1) Umum

(2) Keselamatan Penerbangan Nasional

(3) Kebijakan dan Tanggung Jawab Keselamatan Penerbangan Nasi
(4) Manajemen Resiko Keselamatan Penerbangan Nasional

(5) Jaminan Keselamatan Penerbangan Nasional

(6) Promosi Keselamatam Penerbangan Nasional

REPUBLIK INDONESIA

EMENTERIAN PERHUBUNGAN
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PERATURAN TERKAIT KESELAMATAN PENERBANGAN
(CASR 19 “Safety Management System”)

CASR 19.17 Scope and Applicability

(a) Scope

(1) This regulation describes the requirements for an approved service
provider as follow :

(i) Approved Training Organization;
(ii) Aircraft Operator Certificate (AOC) in accordance with CASR
Part 91, 121, 135;

(iii) Approved Maintenance Organization (AMO) in accordance
with CASR Part 145 providing services to operators;

(iv) Organization responsible for the type design or manufacture of

REPUBLIC OF INDONESIA aircraft , engines or propellers in accordance with CASR Part
VINISTRY OF TRANSPORTATION 21;
(v) ATS provider in accordance with CASR Part 170, 171, 172,
IVIL AVIATION SAFETY REGULATION (CASR) 173,174, 175, and 176
(vi) Operator of a certified aerodrome, in accordance with CASR
ART 19 Part 139

P
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
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PERATURAN TERKAIT KESELAMATAN PENERBANGAN
SM

1.1 Management 1.3 Appointment

commitment of key personnel 15
1.2 Safety 1.4 Coordination Doc
accountabilitu and of emergency

responsibility respon planning

2.2 Safety risk assess
mitigation

2.1 Hazard identification

3.1 Safety performance 3.3 Continuous im|
monitoring and measurement of the SMS

3.2 The management of
change

4.1 Training and education 4.2 Safety commut
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0%
0.84%

ercapai

Significant Safety
Concerns (SSCs)

Target: 0

Nilai : 0

Status : Tercapai

SSP Foundation

Target: 100% (Akhir 2022)
Nilai :82.04%

status : Beum Tercapai

\-

CAPAIAN KESELAMATAN PENERBANGAN
DI INDONESIA

SSP Level
Implementasi

Target : Level 2
Nilai : Level 3

Status : Tercapai

Aerodrome
Certification

Target : Satis
Nilai : Satis

Status : T@rCée

arget PQ SSP Foundation 100 persen di tahun 2022 dibutuhkan agar pada tahun 2025 implementasi SSP
udah efektif sesuai target ICAO.

ntuk mencapai target tersebut dibutuhkan semua pihak untuk dapat menyelesaikan seluruh temuan PQ SSP

yundation pada tahun 2022, seperti proses keterlibatan Kemenhub dalam mekanisme perekrutan inspektur dan

ivestigator, kecukupan dari jumlah inspector, training program untuk medical certification assessor, pemisahan

Ingsi Organisasi Regulator dan Operator yang ada DJPU, dan juga revisi UU No. 1 Tahun 2009 terkait dengan

ata protection dan artikel 3 Bis Chicago Convention.

fate Safety Briefing Indonesia in ICAO RASG-APAC

N 7
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CAPAIAN KESELAMATAN PENERBANGAN
DI INDONESIA

 Kerja
1,2022

Safety Bulletin National Aviation

3rd Edition Safety Plan 2021-2023 |

ROVEMENT FOR 7T
ORROW SKY =7

’»,

afety Programme
2020-2021
Work Program

nnnnnnnnn
“RHUBUNGAN UDARA

MINISTRY OF REPUBLIC OF
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

RESP" \SE

SAFETY BULLETIN

2021 - 2023

ccccccccccc

Kontributor Pelaporan MOR Total Laporan MOR Perbulan

ty Policy

Integrating

Database

Socialization MOR, VRS, ||Safety Management Training dari Bo
NASP, ALoSP, dan SPI dan University of Southern Califor

Technical Assistance DGCA Indonesia — DGAC France

80.84% 82.04%

USOAP EI SSP Foundation PQ

Implementati

Sumber : SSP Foundation Report ICAO iSTAR



TANTANGAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN KESELAMATAN DI INDO

Target Global Aviation Safety Plan 2020-2022
(ICAO Doc. 10004) bahwa setiap negara
anggota ICAO wajib mengimplementasikan
State Safety Program (SSP) selambat-
lambatnya pada tahun 2025.

Database Program Keselamatan Penerbangan
Nasional belum terintegrasi, saat ini yang
baru terintegrasi adalah laporan MOR dan

VRS.

Pengaturan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim SSP masih bersifat Ad-hoc dan
berdasarkan penugasan yang perlu perpanjangan setiap tahun, padahal Program
Keselamatan Penerbangan Nasional merupakan sebuah sistem yang terus berkembang
sesuai perkembangan teknologi dan lingkungan strategis yang mempengaruhi
transportasi udara dan harus dilaksanakan secara terus-menerus / kontinyu;
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HAMBATAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN KESELAMATAN DI INDON

Ruang lingkup implementasi SMS didalam Bab >
Tahun 2009 dan PM 93 Tahun 2016 cakupannyz
dibandingkan dengan ketentuan SMS di Annex .
Edition dan CASR Part 19 sehingga implementas
sepenuhnya dapat terlaksana sesuai UU No. 1 T
dan PM 93 Tahun 2016, seperti definisi kecelak:
(accident), implementasi SMS untuk PMA, dan |

Bab XIIl UU No. 1 Tahun 2009 tentang Keselamatan

Penerbangan, PM 93 Tahun 2016 tentang Program

Keselamatan Penerbangan Nasional, dan CASR Part 19 2
tentang Safety Management System (PM 62 Tahun 2017)

belum diperbaharui sesuai ketentuan ICAO Annex 19 (Safety

Management) dan ICAO Document 9859 (Safety

Management Manual) terkini. SMS untuk UPBU
3 UU No. 1 Tahun 2009 Pasal 321 Ayat 1 terkait budaya keselamatan penerbangan menyatakan
bahwa Personel penerbangan yang mengetahui terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian

prosedur penerbangan wajib melaporkan kepada Menteri, sehingga personel penerbangan yang
melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administrative. Sementara ketentuan
Annex 19 Second Edition dan CASR Part 19 mengkategorikan bahwa pelaporan tersebut masuk
kedalam pelaporan sukarela sehingga tidak dapat dikenakan sanksi administrative.
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HAMBATAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN KESELAMATAN DI INDON

Penugasan Tim SSP Ad-hoc dikelola oleh Sekretariat
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Bagian

Kerjasama Internasional, Hubungan Masyarakat dan 5 Anggota tim diambil dari Direktorat yang terkait
Umum yang seakan-akan hanya mengatur masalah terdapat pelaksanaan yang duplikatif oleh sumb
administratif padahal ruang lingkupnya menggambarkan yang sama dalam melaksanakan proses-proses ¢
keterlibatan seluruh unsur dalam penyelenggaraan data guna menetapkan program dan tingkat kes

transportasi udara nasional dalam mendukung
terciptanya keselamatan penerbangan nasional.

Luasnya cakupan serta hubungan kerja dengan Direktorat

dan instansi luar yang terkait keselamatan penerbangan, 7 Dengan keberadaan Tim SSP yang bersifat Ad-hc
maka Tim SSP Ad-hoc belum dapat bekerja secara terdapat keterbatasan wewenang untuk membe
maksimal dikarenakan pengelolaan SSP dibutuhkan keputusan yang cepat pada saat melakukan lang
pengaturan, penguatan komando, koordinasi dan pengambilan kebijakan.

penggunaan sumberdaya yang memadai;
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KESIMPULAN

Pelaksanaan SSP saat ini masih belum efektif. Pelaksanaan SSP secara berkelanjutan sesuai aman:
UU No. 1 Tahun 2009 Pasal 308 s/d 311, sehingga dipandang perlu penanganan terorganisasi yan
kuat dan bukan tim Ad-Hoc

Dalam melakukan implementasi atau pengelolaan Program Keselamatan Penerbangan Nasional y
ideal diperlukan suatu fungsi untuk melakukan penyiapan bahan, pengendalian, pengawasan,
pelaporan dan evaluasi suatu pelaksanaan program.

Program Keselamatan Penerbangan Nasional yang efektif, diperlukan suatu fungsi perencanaan
terhadap kebutuhan, kompetensi dan jenjang jabatan SDM yang akan bertugas dalam menjalank:
Program sesuai dengan tugas dan fungsinya. Program Keselamatan Penerbangan Sipil Nasional,
merupakan kebutuhan bersifat mandatory yang tidak dapat dikesampingkan.
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